PETUNJUK PEMBUATAN 
PROPOSAL INOVASI DAERAH


I. Nama Inovasi: 
· PRO JKN (Probolinggo Terpadu Jaminan Kesehatan Nasional)

II. Tahapan Inovasi
Inovasi ini telah diterapkan dengan baik

III. Nama Organisasi Perangkat Daerah Inovator: 
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo

IV. Nama inisiator
Azizah Munawwarah, S.KM.

V. Klasifikasi Inovasi
Inovasi Perangkat Daerah

VI. Titik Koordinat
-7.745016570625354, 113.21550130208828
7638+W6 Sukabumi, Kota Probolinggo, Jawa Timur

VII. Jenis Inovasi
Non Digital (Forum Kurasi, Sinkronisasi, dan Koordinasi Lintas Instansi)

VIII. Bentuk Inovasi Daerah:
Pelayanan Publik 

IX. Kategorisasi Berdasarkan Asta Cita
Asta Cita Ke-4 yaitu Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Khususnya dalam pemenuhan hak dasar jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.
X. Kategorisasi Berdasarkan Program Kerja Prioritas Nasional
Program Prioritas Ke-7 yaitu Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat. Khususnya Penguatan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menuju Universal Health Coverage (UHC) yang merata dan berkualitas.

XI. Urusan Pemerintahan
Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar (Bidang Kesehatan dan Bidang Administrasi Kependudukan)

XII. Tanggal, Bulan Tahun Penerapan Inovasi dan Tahapan Inovasi.
Waktu Uji Coba	: 21 Desember 2023
[bookmark: _GoBack]Waktu Penerapan	: 24 Januari 2024
Tahapan Penciptaan Inovasi (2024)
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XIII. Tanggal Bulan Tahun Pengembangan Inovasi (Khusus Inovasi lama yang masih berjalan)
Ketik/diisi tanggal, bulan dan tahun pengembangan inovasi

XIV. Rancang Bangun
Berisi 6 poin yang terdiri dari:
1. DASAR HUKUM 
Kebijakan inovasi PRO JKN berlandaskan pada komitmen pemenuhan hak kesehatan bagi warga negara sebagaimana diamanatkan oleh:
1. UUD 1945 Perubahan Pasal 34 ayat 2, yang menyatakan bahwa negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) untuk memberikan jaminan sosial menyeluruh bagi setiap orang dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur.
3. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.
4. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 387), yang mengamanatkan bahwa dalam merumuskan kebijakan inovasi, Pemerintahan Daerah harus mengacu pada prinsip peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya.
2. PERMASALAHAN 
1. Permasalahan Makro: Secara nasional, akurasi dan sinkronisasi data kepesertaan JKN antarinstansi sering kali terhambat ego sektoral. Hal ini mengakibatkan lambatnya percepatan target Universal Health Coverage (UHC) di berbagai daerah akibat tidak mutakhirnya data sasaran terintegrasi
2. Permasalahan Mikro: Di Kota Probolinggo, sering ditemukan ketidaksinkronan data antara data kependudukan pada Dispendukcapil, data kepesertaan pada BPJS Kesehatan, serta data sasaran kesehatan yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan. Permasalahan spesifik yang kerap muncul antara lain:
a. NIK tidak valid atau tidak ditemukan
b. Peserta meninggal dunia yang status kepesertaannya tetap aktif dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.
c. Peserta pindah domisili ke luar daerah namun datanya belum diperbarui.
3. ISU STRATEGIS 
1. Isu Global: Mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) Tujuan ke-3, yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh penduduk di semua usia.
2. Isu Nasional: Percepatan cakupan Universal Health Coverage (UHC) dan Reformasi Birokrasi melalui penguatan akurasi tata kelola data terpadu (Satu Data Indonesia).
3. Isu Lokal: Pemenuhan target jaminan kesehatan daerah untuk segmen PBPU dan BP Pemda (penerima bantuan iuran APBD) di Kota Probolinggo secara efisien, akurat, dan tepat sasaran.
4. METODE PEMBAHARUAN
1. Kondisi Sebelum Adanya Inovasi:
Pengelolaan data kepesertaan berjalan sendiri-sendiri secara sektoral (silo). Proses verifikasi dan validasi lambat karena harus melalui prosedur birokrasi surat-menyurat konvensional, yang berisiko menimbulkan pemborosan anggaran APBD untuk membiayai peserta yang sudah tidak berhak (meninggal/pindah).
2. Kondisi Setelah Adanya Inovasi: 
Terbentuk forum kurasi dan sinkronisasi data lintas instansi secara periodik dan terstruktur. Integrasi data berbasis NIK dilakukan secara berkala sehingga cleansing data berjalan cepat, pemutakhiran data berjalan optimal, dan perencanaan pembiayaan menjadi sangat tepat sasaran.
5. KEUNGGULAN DAN KEBAHARUAN
Inovasi PRO JKN menghadirkan keunggulan berupa mekanisme kolaborasi aktif lintas sektor yang memotong rantai birokrasi tradisional. Melalui Forum Koordinasi Terstruktur (FOKUS JKN), empat instansi kunci (Dinas Kesehatan, Dispendukcapil, BPJS Kesehatan, dan Dinas Sosial PPPA) dipertemukan secara periodik (bulanan) untuk menyatukan satu meja kurasi, sehingga keputusan penyesuaian status data jaminan kesehatan dapat diambil langsung secara cepat tanpa sekat birokrasi.
6. TAHAPAN INOVASI/ PENGGUNAAN PRODUK 
Mekanisme kerja inovasi PRO JKN dilaksanakan melalui 3 tahapan utama:
1. Tahap 1 – Pengumpulan Data: Masing-masing instansi menyiapkan data mutakhir (Data kepesertaan PBPU Pemda dari BPJS, data penduduk meninggal dan data penduduk pindah domisili dari Dispendukcapil).
2. Tahap 2 – Forum Kurasi dan Sinkronisasi Data: Dilakukan proses pemadanan data bersama berbasis NIK untuk mengidentifikasi dan memverifikasi peserta yang telah meninggal dunia atau pindah domisili secara akurat.
3. Tahap 3 – Tindak Lanjut: Hasil kurasi langsung ditindaklanjuti secara taktis (Dispendukcapil melakukan validasi status kependudukan, BPJS Kesehatan melakukan penyesuaian status kepesertaan, dan Dinas Kesehatan melakukan penyesuaian perencanaan pembiayaan anggaran Pemda).

XV. Tujuan Melakukan Inovasi
1. Mempercepat proses padanan data kependudukan dengan data kepesertaan JKN secara berkala.
2. Mengurangi tingkat kesalahan data peserta jaminan kesehatan agar lebih akurat dan mutakhir.
3. Mempercepat pencapaian target Universal Health Coverage (UHC) daerah yang valid.
4. Memudahkan dan mempercepat koordinasi taktis lintas instansi antara Dinkes, Dispendukcapil, BPJS Kesehatan, dan Dinas Sosial PPPA. 

XVI. Manfaat inovasi
1. Memberikan efisiensi penganggaran bagi Pemerintah Daerah melalui pembersihan data kepesertaan non-aktif (meninggal/pindah).
2. Mempercepat proses integrasi dan pemutakhiran data untuk mempermudah perumusan kebijakan jaminan kesehatan selanjutnya.
3. Meningkatkan akurasi target pemberian bantuan sehingga masyarakat yang benar-benar berhak mendapatkan kepastian jaminan kesehatan.
4. Masyarakat merasa lebih nyaman, aman, dan sejahtera dalam mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang bermutu tanpa kendala administrasi data. 

XVII. Hasil Inovasi
1. Capaian Universal Health Coverage (UHC) Kota Probolinggo yakni sebesar 99,58% per Januari 2026.
2. Tersedianya basis data kepesertaan JKN segmen PBPU dan BP Pemda yang akurat, bersih, dan termutakhirkan.
3. Durasi dan alur birokrasi aktivasi kepesertaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin terpangkas secara signifikan.
4. Terwujudnya model sinergi satu data lintas instansi melalui forum koordinasi bulanan yang konsisten dan berkelanjutan. 
